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LEMBAR PENETAPAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang
Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun
2021 — 2026 serta Peraturan Gubernur Nomor 35 Tentang Rencana Strategis
Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 —2026.
Renstra adalah dokumen perencanaan pembangunan dalam waktu 5 (lima)
tahun.

Perubahan Renstra Dinas Sosial Provinsi Bengkulu Tahun 2021 - 2026
disusun berdasarkan Kepmendagri 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil
Verifikasi, Validasi. dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Penyusunan Perubahan Renstra ini diharapkan dapat dijadikan landasan dalam
mewujudkan sistem perencanaan dan kinerja yang lebih baik menuju
tercapainya hasil pembangunan yang diharapkan dan sesuai sasaran yang telah

ditetapkan.

Bengkulu, 27 Juni 2022

Kepala Dinas Sosial Provinsi Bengkulu

Mt

DR. H. ISKANDAR Z0O.SH.M.Si
Pembina Utama Madya
NIP.196410121991011003
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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat atas Allah SWT, Tuhan Yang Maha
Esa atas segala rahmat dan hidayahnya, sehingga dokumen Perubahan Rencana
Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi Bengkulu Tahun 2021 - 2026 ini dapat
diselesaikan setelah dilakukan evaluasi oleh Bappeda Provinsi Bengkulu.
Perubahan Renstra Dinas Sosial Provinsi Bengkulu ini menyesuaikan dengan
Kepmendagri 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan

Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah Nomenklatur. Selain itu dalam rangka
akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada masyarakat penyusunan
Perubahan Renstra ini juga dilakukan perumusan indikator kinerja yang lebih
terukur dan rasional guna akselerasi pencapaian kinerja Gubernur sesuai visi dan
misi yang ditetapkan pada awal masa jabatan. Indikator kinerja yang terukur akan
lebih mudah dipahami, mudah dalam evaluasi capaiannya secara periodik sehingga
juga memudahkan pengukuran keberhasilan pencapaiannya.

Dengan adanya dokumen ini diharapkan setiap prioritas program yang telah
ditetapkan dapat dijadikan acuan utama bagi semua jajaran Dinas Sosial yang pada
akhirya mampu mewujudkan visi dan misi kepala daerah. Penyusunan Perubahan
Renstra ini kurang dari kata sempurna, untuk itu kami berharap semua pihak yang
berkepentingan dapat memberikan saran dan arahan untuk kemajuan dimasa yang
akan datang.

Bengkulu,27 Juni 2022

Kepala Dinas Sosial
Provinsi Bengkulu

M2

DR.H.ISKANDAR ZO,SH,M.Si
Pembina Utama Madya
NIP 196410121991011003
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BABI
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor
8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, telah diamanatkan
bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis Perangkat
Daerah (Renstra PD).

Perubahan Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Kepmendagri 050-
5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodeﬂkasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah. Perubahan Renstra PD memuat tujuan,
sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan
Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai
dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman
kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan Undang-
Undang Nomor 25 tahun 2004 adalah satu kesatuan tata cara perencanaan
pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam
jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur
penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari empat tahapan yakni:
(1) penyusunan rencana;

(2) penetapan rencana;

(3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan

(4) evaluasi pelaksanaan rencana.
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Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara
keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.Perencanaan
Pembangunan Daerah menghasilkan:

a. Rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD);

b. Rencana pembangunan jangka menengah daerah(RPJMD); dan

c. Rencana pembangunan tahunan.

Renstra berfungsi sebagai alat untuk mengontrol semua aktivitas baik
yang sedang maupun yang akan datang,serta sebagai sarana untuk
meminimalisir risiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai.Renstra
Perangkat Daerah disusun dengan tahapan persiapan penyusunan,
penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan,pelaksanaan forum
Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan
penetapan. Renstra Dinas Sosial Provinsi Bengkulu mengacu pada dokumen
RPJMD Provinsi Bengkulu. Kebijakan umum dan program pembangunan
jangka menengah daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai
kebutuhan pendanaan yang telah disepakati kepala daerah dan DPRD menjadi
acuan kepala perangkat daerah merumuskan kegiatan dalam rancangan
rencana strategis perangkat daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan
dokumen perencanaan lima tahunan yang digunakan sebagai pedoman
penyusunan Renja Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan

tahunan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Berbagai landasan hukum yang terkait dengan pelaksanaan
pembangunan kesejahteraan sosial, meliputi:

1. Undang — Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor
4421),

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Rl Tahun 2014 Nomor 5587, sebagaimana telah
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10.

11.

12,

diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor
2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara RI| tahun 2014
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 5589);
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang — Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4967);
Undang-undang Ndmor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir
Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83);
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 tentang
Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja
Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan
Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

2%.

22.

Peraturan Pemerintah No. 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggung jawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi
dan Tugas Pembantuan;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4575 );

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576 );
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lémbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4614 );

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rancana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintah, antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten / Kota;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114),
Keppres Rl No. 40 Tahun 1983 tentang Koordinasi Penanggulangan
Gelandangan dan Pengemis;

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tantang Pedoman pengelolaan
Keuangan Daerah.
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1.3.

23.

24.

25.

26.

27.

Peraturan Menteri Sosial Rl Nomor 9 tahun 2018 tentang standar Teknis
Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di
Daerah Kabupaten/kota ;

Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Daerabh;

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu
Tahun 2021 - 2026 ;

Peraturan Gubemur Bengkulu Nomor : 36 Tahun 2011 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah ; - 3

Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 35 Tahun 2021 Tentang
Penertapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan
Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026;

Maksud dan Tujuan

Maksud

Renstra PD disusun sebagai penjabaran secara operasional visi, misi dan
program Kepala Daerah yang digambarkan dalam bentuk program , serta
sebagai acuan resmi bagi Dinas Sosial Provinsi Bengkulu dalam
penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Bengkulu dan penentuan
pilihan-pilihan program kegiatan tahunan Dinas Sosial Provinsi Bengkulu.

. Tujuan

Renstra PD disusun dengan tujuan :

1. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan
diselenggarakan Dinas Sosial Provinsi Bengkulu sebagai penjabaran visi
dan misi Gubemur dan Wakil Gubernur terpilih;

2. Menerjemahkan visi dan misi Gubernur ke dalam tujuan dan sasaran
pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan
fungsi Dinas Sosial Provinsi Bengkulu dengan berpedoman kepada
RPJMD Provinsi Bengkulu ;
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3. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas disertai dengan
indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan
dilaksanakan selama periode RPJMD Provinsi Bengkulu.

Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Dinas Sosial Provinsi Bengkulu Tahun 2021- 2026 adalah

sebagai berikut:

BAB |. Pendahuluan ;
Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan
sistematika penulisan

BAB Il. Gambaran Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Bengkulu
Bérisi Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Sosial, Sumber
Daya Dinas Sosial, Kinerja Pelayanan, Tantangan dan Peluang
Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB Il Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Dinas Sosial Provinsi
Bengkulu Pada bab ini berisi tentang : identifikasi permasalahan
berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan
visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih,
telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi,
telaahan rencana tata ruang wilayah dan KLHS pada RPJMD, dan
penentuan isu-isu strategis.

BAB IV Tujuan Dan Sasaran
Pada bab ini berisi tentang : cascading perangkat daerah, tujuan dan
sasaran jangka menengah Dinas Sosial Provinsi Bengkulu beserta
indikator kinerja dan target selama lima tahun.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan
Pada bab ini berisi tentang rumusan pernyataan strategi dan arah
kebijakan jangka menengah Dinas Sosial Provinsi Bengkulu selama

lima tahun kedepan
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BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan
Pada bab ini berisi tentang rumusan rencana program, kegiatan,
indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif jangka
menengah Dinas Sosial Provinsi Bengkulu selama lima tahun
kedepan.

BAB VIl Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
Pada bab ini berisi tentang indikator kinerja utama Dinas Sosial yang
secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas
Sosial dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk
mendukung tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIl Penutup
Pada bab ini berisi uraian catatan penting yang perlu mendapat
perhatian, kaidah kaidah pelaksanaan, ketersediaan anggaran tidak
sesuai dengan kebutuhan, serta rencana tindak lanjut
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BAB il
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu No. 8 tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu Tanggal 29
November 2016 dan Peraturan Gubernur Bengkulu No.54 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat

Daerah, pada Bab |l Dinas Sosial memiliki :

2.1.1 Kedudukan
Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang
sosial dengan tipelogi A. Dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui

Sekretaris Daerah.

2.1.2 Tugas Pokok
Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan
pemerintahan dan tugas pembantuan bidang sosial yang menjadi

kewenangan provinsi..

2.1.3 Fungsi
Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Sosial mempunyai fungsi :
a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial,
perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, serta penanganan

fakir miskin;
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b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial,
perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, serta penanganan
fakir miskin;

c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial,pemberdayaan sosial,
serta penanganan fakir miskin;

d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rehabilitasi
sosial, perlindungan dan jaminan sosial,pemberdayaan sosial, serta
penanganan fakir miskin;

e. Pemantuan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan rehabilitasi
sosial, perlindungan dan jaminan sosial,pemberdayaan sosial, serta
penanganan fakir miskin;

f. Pelaksanaan administrasi Dinas.
2.1.4. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi Bengkulu dibentuk
berdasarkan Peraturan Gubernur Bengkulu No.54 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja

Perangkat Daerah sebagai berikut:
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Bahwa untuk kelancaran tugas dan untuk memperjelas tugas-tugas

pejabat struktural pada Dinas Sosial Provinsi Bengkulu sebagai pelaksana

dari Peraturan Gubernur Bengkulu No.54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan ,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat

Daerah, sebagaimana digambarkan pada bagan diatas,disusuniah uraian

tugas jabatan struktural sebagai berikut:

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan

-pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang sosial yang menjadi

kewenangan daerah.

Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

=

Penyiapan perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial,
perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan
penanganan fakir miskin;

Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial,
perlindungan dan jaminan sosiai, pemberdayaan sosial, dan
penanganan fakir miskin;

Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria
di bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial,
pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin,

Penyiapan pemberian bimbingan tekrris dan supervisi di bidang
rehabilitasi sosiai, perlindungan dan jaminan sosial,
pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin;
pelaksanaan administrasi Dinas; dan pelaksanaan fungsi lain

yang diberikan Gubernur di bidang sosial.
Pelaksanaan administrasi Dinas;

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubemnur di bidang

sosial.
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Dalam pelaksanaan tugas tersebut diatas, kepala dinas dibantu

oleh :

. Sekretaris

. Kepala Bidang Penanganan fakir Miskin

. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial

. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial

. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan SOsial
. Kepala UPTD PSBRH

. Kepala UPTD PSTW

~N OO A W=

. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas mengarahkan penyusunan
program kerja, mengelola urusan keuangan, kepegawaian,
persuratan, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi
dan informasi; mengkoordinasikan pengidentifikasian produk
hukum daerah serta menginventarisir permasalahan kelembagaan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas sekretariat;

2. Penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja
Dinas,

3. Penyelenggaraan urusan Tata Usaha Kantor, rumah tangga
dinas, urusan perlengkapan dan urusan kepegawaian pada
Dinas;

4. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Sosial dan
memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain
pada Dinas;

5. Pelayanan informasi publik di bidang sosial,

6. Pengkoordinasian proses identifikasi produk hukum daerah;
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7. Pengkoordinasian dan pengidentifikasian permasalahan pada
bidang teknis dalam melaksanakan tugas fungsi serta fasilitasi
dalam penyelesaian permasalahan pada Dinas;

8. Menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai disposisi Kepala
Dinas;

9. Pengevaluasian pelaksanaan tugas sekretariat;

10. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas sekretariat;

11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Sekretaris membawahi:

a. Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan

Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai
tugas mengelola administrasi persuratan, kearsipan
kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, dokumentasi,
informasi, menghimpun peraturan perundang-undangan,
mengidentifikasi kebutuhan produk hukum di bidang sosial
serta tugas lainnya yang diberikan atasan.

Kepala Sub  Bagian Umum  dan Perlengkapan
menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bagian
Umum dan Perlengkapan;

2. Pengelolaan administrasi persuratan dan pengelolaan
kearsipan;

3. Pengelolaan administrasi kepegawaian;

4. Perencanaan kebutuhan peralatan dan perlengkapan,
pengkoordinasian pemeiliharaan perlengkapan, perawatan
sarana dan prasarana pada Dinas;

5. Pelaksanaan administrasi pencatatan aset dan barang
milik negara maupun daerah;

6. Penyiapan hal-hal yang berkenaan dengan rapat Dinas;
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7. pendokumentasian pelaksanaan acara-acara pada Dinas;

8. Pengumpuian data dan informasi dari bidang pada Dinas;

9. Pemutakhiran informasi publik di bidang sosial;

10. Penghimpunan peraturan perundang-undangan di bidang
sosial;

11. Pengidentifikasian kebutuhan produk hukum daerah di
bidang sosiai;

12. Menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai dengan disposisi
atasan;

13. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan
Perlengkapan;

14. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian

Umum dan Perlengkapan;

15. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

b. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
mempunyai tugas mengumpulkan dan mengkoordinasikan
bahan penyusunan program kerja, evaluasi dan pelaporan
kegiatan, mengkoordinasikan pelaksanaan  anggaran,
mengumpulkan data dan informasi permasalahan

kelembagaan, serta tugas lainnya yang diberikan atasan.

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

menyelenggarakan fungsi:
1. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bagian
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

2. Perencanaan program per tahun anggaran Dinas untuk

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;

3. Pengkoordinasian program dan kegiatan perencanaan

Dinas;
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4. Penginventarisasian kendala pencapaian visi dan misi
Dinas Sosial dari bidang-bidang teknis;

5. Penginventarisasian potensi-potensi yang dapat
mendukung pencapaian visi dan misi Dinas dari bidang-
bidang teknis;

6. Penyusunan Laporan Inventarisir Kendala dan Potensi
dalam pencapaian visi dan misi Dinas;

7. Pengevaluasian kegiatan bulanan, triwulan, semester dan
tahunan serta menyampaikan laporan semester, tahunan
dan lima tahunan,

8. Menghadiri rapat teknis perencanaan dan pelaporan sesuai
dengan disposisi atasan,

9. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bagian
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

10. Penyusunan laporan pelaksanaan fugas Sub Bagian
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

c. Kepala Sub Bagian Keuangan

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas mengelola
administrasi keuangan, perbendaharaan serta
mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran serta tugas lainnya

yang diberikan atasan.
Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bagian
Keuangan,

2. Pengukuran rasionalisasi kebutuhan anggaran Dinas dalam
mendukung pencapaian visi dan misi Dinas serta
mengkoordinasikannya dengan Kepala Sub Bagian

Perencanaan dan Pelaporan;
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Pengelolaan anggaran Dinas;
Penatausahaan administrasi keuangan Dinas;

Penyusunan laporan fisik dan keuangan bulanan, triwulan,

semester dan tahunan;

Pelaksanaan rekap dan penyusu.nan laporan setoran
Pendapatan Asli Daerah Dinas;

. Menghadiri rapat teknis keuangan sesuai dengan disposisi

atasan;
. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan;

. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian

Keuangan,

10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.
C. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan;
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian
bimbingan teknis, dan supervisi; serta pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang perlindungan dan jaminan sosial.

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

menyelenggarakan fungsi:
1. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas bidang perlindungan
dan jaminan sosial;

2. Penyiapan bahan-bahan dan data. yang berkenaan dengan
pelaksanaan tugas bidang perlindungan dan jaminan sosial;

3. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
perlindungan dan jaminan sosial;

4. Penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di
bidang perlindungan dan jaminan sosial;
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5. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta
pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana

alam korban bencana sosial dan jaminan sosial keluarga;

6. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di
bidang perlindungan dan jaminan sosial;

7. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan
sosial;

8. Pelaksanaan koordinasi Bidang Perlindungan dan Jaminan
Sosiai dengan instansi terkait;

9. Menghadiri rapat teknis perlindungan dan jaminan sosial;

10. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang Perlindungan dan
Jaminan Sosial;

11. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang Perlindungan
dan Jaminan Sosial,

12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial membawahi:
a. Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam

Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perutmusan
dan pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, dan
supervisi; serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
perlindungan sosial korban bencana alam.

Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas  Seksi
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
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2. Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan
pelaksanaan tugas Seksi Perlindungan Sosial Korban
Bencana Alam;

3. Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan di
seksi perlindungan sosial korban bencana alam,

4. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di seksi
perlindungan sosial korban bencana alam;

5. Penyiapan bahan koordinasi dalam perlindungan sosial
korban bencana alam dengan unit/ instansi terkait;

6. Penyiapan bahan penyusunan bahan norma, standar,
prosedur, dan kriteria perilindungan sosial korban bencana
alam;

7. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi
dan pemantauan perlindungan sosial korban bencana
alam;

8. Pelaksanaan kesiapsiagaan dan mitigasi penanganan
korban bencana alam, pemulihan dan penguatan sosial,

9. Menghadiri rapat teknis perlindungan sosial korban
bencanan alam sesuai dengan disposisi atasan;

10. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Perlindungan
Sosial Korban Bencana Alam;

11. Penyusunan laporan Seksi Perlindungan sosial Korban

Bencana Alam;

12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

b. Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial

Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
mempunyai tugas meiakukan penyiapan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur,

dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi; serta
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pemantauan, evaluasi, dan pelaporan perlindungan sosial

korban bencana sosial.

Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas  Seksi
Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial;

2. Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan
pelaksanaan tugas Seksi Perlindungan Sosial Korban
Bencana Sosial;

3. Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan
perlindungan sosial korban bencana sosial;

4. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan perlindungan
sosial korban bencana sosial;

5. Penyiapan bahan koordinasi perlindungan sosial korban
bencana sosial dengan unit/instansi terkait;

6. Penyiapan bahan pen;rusunan bahan norma, standar,
prosedur, dan kriteria perlindungan sosial korban bencana
sosial;

7. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi
dan pemantauan perlindungan sosial korban bencana
sosial,

8. Penyiapan bahan dan Pemulangan orang terlantar,

9. Menghadiri rapat teknis perlindungan sosial korban

bencana sosial sesuai disposisi atasan;

10. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Perlindungan
Sosial Korban Bencana Sosial;

11. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas  Seksi
Perlindungan Sosiai Korban Bencana Sosial,

12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.
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C. Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga

Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria,

pemberian bimbingan teknis, dan supervisi; serta pemantanan,

evaluasi, dan pelaporan jaminan sosial keluarga.

Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial

menyelenggarakan fungsi :

:

10.

11.

Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Jaminan
Sosial Keluarga;

Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan
pelaksanaan tugas jaminan sosial keluarga,

Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan
jaminan sosial keluarga,

Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan jaminan sosial
keluarga,;

Penyiapan bahan koordinasi jaminan sosial keluarga
dengan unit/instansi terkait;

Penyiapan bahan penyusunan bahan norma, standar,
prosedur, dan kriteria jaminan sosial keluarga;

Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi
dan pemantauan jaminan sosial keluarga;

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap Penerima
Bantuan luran (PBIl) Jaminan Kesehatan,

Pelaksanaan pemantauan/pengawasan pada proses
pembayaran terhadap Program Keluarga Harapan (PKH);
Menghadiri rapat teknis jaminan sosial keluarga sesuai
disposisi atasan;

Pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Jaminan sosial

Keluarga;
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12. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas seksi Jaminan
Sosial Keluarga,

13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.
D. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian
bimbingan teknis, dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan rehabilitasi sosial.

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas bidang rehabilitasi
sosial; '

2. Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan
pelaksanaan tugas bidang rehabilitasi sosial;

3. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan bidang rehabilitasi
sosiai anak dan lanjut usia, penyandang disabilitas, dan tuna
sosial dan korban perdagangan orang;

4. Penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria
bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penyandang
disabilitas, dan tuna sosial dan korban perdagangan orang,

5. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta
pemantauan dan evaluasi bidang rehabilitasi sosial anak dan
lanjut usia, penyandang disabilitas, dan tuna sosial dan korban
perdagangan orang;

6. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di
bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penyandang
disabilitas, dan tuna sosial dan korban perdagangan orang,

7. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial anak dan
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lanjut usia, penyandang disabilitas, dan tuna sosial dan korban

perdagangan orang;

8. Pelaksanaan koordinasi Bidang Rehabilitasi Sosial dengan
instansi  terkait serta pelaksanaan kegiatan korban

penyalahgunaan napza,
9. Menghadiri rapat teknis rehabilitasi sosial,
10. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang Rehabilitasi Sosial;

11. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang Rehabilitasi

Sosial;

12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial membawabhi:
a. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia

Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma standar, prosedur,
dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi; serta
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan rehabilitasi sosial anak

dan lanjut usia.

Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia

menyelenggarakan fungsi :
1. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Rehabilitasi
Sosial Anak dan Lanjut Usia;

2. Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan
pelaksanaan tugas rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;

3. Penyiapan bahan penJrusunan perumusan kebijakan

rehabilitasi sosial anak dan ianjut usia,

4. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan rehabilitasi sosial

anak dan lanjut usia,
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5. Penyiapan bahan koordinasi rehabilitasi sosial anak dan
lanjut usia dengan unit/instansi terkait;

6. Penyiapan bahan penyusunan bahan norma, standar,
prosedur, dan kriteria rehabilitasi sosial anak dan lanjut
usia,

7. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi
dan pemantauan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;

8. Menghadiri rapat teknis rehabilitasi sosial anak dan lanjut
usia sesuai disposisi atasan;

9. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Rehabilitasi
Sosial AnakDan Lanjut Usia;

10. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Rehabilitasi
Sosial Anak Dan Lanjut Usia;

11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.
b. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur,
dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi; serta
pemantatran, evaluasi, dan pelaporan rehabilitasi sosial anak

dan lanjut usia.

Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia

menyelenggarakan fungsi:
1. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Rehabilitasi
Sosial Anak dan Lanjut Usia,

2. Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan

pelaksanaan tugas rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;

3. Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan
rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;
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4. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan rehabilitasi sosial

anak dan lanjut usia;

5. Penyiapan bahan koordinasi rehabilitasi sosial anak dan
lanjut usia dengan unit/instansi terkait;

6. Penyiapan bahan penyusunan bahan norma, standar,
prosedur, dan kriteria rehabilitasi sosial anak dan lanjut
usia;

7. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi

dan pemantauan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;

8. Menghadiri rapat teknis rehabilitasi sosial anak dan lanjut
usia sesuai disposisi atasan;

9. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Rehabilitasi
Sosial Anak Dan Lanjut Usia;

10. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Rehabilitasi
Sosial Anak Dan Lanjut Usia;

11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial dan Korban
Perdagangan Orang

Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban
Perdagangan Orang mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan
teknis, dan supervisi, serta pemantauan evaluasi dan pelaporan
rehabilitasi tuna sosial dan korban perdagangan

Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial dan Korban
Perdagangan Orang menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Rehabilitasi Sosial,
Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang sebagai

pedoman pelaksanaan tugas;
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2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebiiakan rehabilitasi

sosial, tuna sosiai dan korban perdagangan orang;

3. Penyusunan perumusan kebijakan rehabilitasi sosial, tuna
sosial dan korban perdagangan orang;

4. Penyiapan bahan koordinasi rehabilitasi sosial dan korban
perdagangan orang;

5. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur
dan kriteria rehabilitasi sosial, tuna sosial dan korban
perdagangan orang,

6. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi
dan pemantauan rehabilitasi sosial, tuna sosial dan korban
perdagangan orang;

7. Pengkoordinasian kegiatan pelaksanaan pembinaan
korban penyalahgunaan napza

8. Menghadiri rapat teknis pelaksanaan rehabilitasi sosial,
tuna sosial dan korban perdagangan orang sesuai disposisi
atasan;

9. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Rehabilitasi
Sosial, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang;

10. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Rehabilitasi
Sosial, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang;

11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

E. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan pemmusan dan pelaksanaan kebijakan,
penJrusunan norma, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan
teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial.

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial menyelenggarakan fungsi:
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1. Penyusunan rencana pelaksanaan  tugas Bidang

Pemberdayaan Sosial;

2. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di Bidang

Pemberdayaan Sosial;

3. Penyusunan bahan pelaksanaan kebljakan di Bidang
Pemberdayaan Sosial;

4. Penyusunan bahan norma, standar, prosedur dan kriteria di

bidang pemberdayaan sosial;

5. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di
bidang pemberdayaan sosial;

6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan melaporkan
pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial,

7. Pelaksanaan koordinasi pemberdayaan sosial dengan instansi
terkait;

8. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan
Sosial,

9. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang
Pemberdayaan Sosial;

10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial membawahi :
a. Kepala Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga

Kepala Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan

pelaksanaan

kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria,
pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan,
evaluasi dan pelaporan pemberdayaan perorangan dan

keluarga.
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Kepala Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga
menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas  Seksi
Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga;

2. Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan
pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Perorangan dan
Keluarga;

3. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria;

4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta
pemantauan pemberdayaan perorangan dan keluarga;

5. Menghadiri rapat teknis pemberdayaan perorangan dan
keluarga;

6. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan
Perorangan dan Keluarga,

7. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas  Seksi
Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga,;

8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

b. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan
Sosial

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan
Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan
supervisi serta pemantauan evaluasi dan pelaporan
pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan sosial

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan

Sosial menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana peiaksanaan tugas  Seksi

Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial;
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2. Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan
pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan
Kelembagaan Sosial,

3. Penyiapan bahan koordinasi seksi pemberdayaan
masyarakat dan kelembagaan sosial dengan Instansi
terkait;

4. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur
dan kriteria pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan
sosial (Lembaga Kesejahteraan Sosiai dan Karang
Taruna);

5. Penyiapan dan pemeriksaan kelengkapan Tanda Daftar
Registrasi (TDR) Lembaga Kesejahteraarl Sosiai (LKS);

6. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi
dan pemantauan pemberdayaan masyarakat dan
kelembagaan sosial;

7. Menghadiri rapat teknis pemberdayaan masyarakat dan
kelembagaan sosial,

8. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan
Masyarakat dan Kelembagaan Sosial;

9. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas  Seksi
Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial;

10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

c. Kepala Seksi Pemberdayaan Potensi Kesetiakawanan dan
Restorasi Sosial

Kepala Seksi Pemherdayaan Potensi Kesetiakawanan dan
Restorasi Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan
teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pemberdayaan potensi kesetiakawanan dan restorasi sosial.
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Kepala Seksi Pemberdayaan Potensi Kesetiakawanan dan

Restorasi Sosial menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi
Pemberdayaan Potensi Kesetiakawanan dan Restorasi
Sosial;

2. Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan
pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Potensi
Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial;

3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pemberdayaan
potensi kesetiakawanan dan restorasi sosial;

4. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan
potensi kesetiakawanan dan restorasi sosial,

5. Penyiapan bahan koordinasi dengan Instansi terkait;

6. Penyiapan bahan pen;rusunan norma, standar, prosedur
dan kriteria pemberdayaan potensi kesetiakawanan dan
restorasi sosial;

7. Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan potensi
sumber dana bantuan sosial;

8. Penyiapan proses perizinan Undian Gratis Berhadiah
(UGB) dan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB);

9. Penyiapan bahan dan pelaksanaan penanaman nilai-nitai
kepahlawanan keperintisan dan kepeloporan,;

10. Penyiapan dan pelaksanaan pengelolaan Taman Makam

Pahlawan Nasional Balai Buntar Bengkulu;

11. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pengelolaan potensi
dunia usaha;

12. Penyiapan bahan dan pembimbingan teknis, supervisi dan
pemantauan pemberdayaan potensi kesetiakawanan dan

restorasi sosial;
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13. Menghadiri rapat teknis pemberdayaan potensi
kesetiakawanan dan restorasi sosial;

14. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan
Potensi Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial,

15. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas  Seksi
Pemberdayaan Potensi Kesetiakawanan dan Restorasi
Sosial;

16. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

F. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin

Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,

penJrusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian

bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan

pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan fakir

miskin.

Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin menyelenggarakan

fungsi:

1.

Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Penanganan
Pakir Miskin;,

Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan
pelaksanaan tugas Bidang Penanganan Fakir Miskin;
Penyusunan bahan perumnsan kebijakan di bidang
penanganan fakir miskin;

Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
penanganan fakir miskin,

Penyusunan bahan norma, standar, prosedur dan kriteria di
bidang penanganan fakir miskin,

Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang

penanganan fakir miskin;
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7. Menghadiri rapat teknis penanganan fakir miskin;

8. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang Penanganan Fakir
Miskin;

9. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang Penanganan
Fakir Miskin;

10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin membawabhi:
a. Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan

Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur
dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta
pemantauan, evaluasi dan pelaporan penanganan fakir miskin
perdesaan.

Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan
menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas  Seksi
Penanganan Fakir Miskin Perdesaan;

2. Penyiapan bahan-bahan dan data yarrg berkenaan dengan
pelaksanaan tugas Seksi Penanganan Fakir Miskin
Perdesaan;

3. Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan

penanganan fakir miskin perdesaan;

4. Penyiapan bahan peiaksanaan kebijakan penanganan fakir

miskin perdesaan;

5. Penyiapan bahan koordinasi penanganan fakir miskin

perdesaan dengan unit/ instansi terkait;

6. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur

dan kriteria penanganan fakir miskin perdesaan;
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7. Menghadiri rapat teknis penanganan fakir miskin

perdesaan;,

8. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Penanganan Fakir
Miskin Perdesaan,

9. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas  Seksi

Penanganan Fakir Miskin Perdesaan;

10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

b. Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan

Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur
dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta
pemantauan evaluasi dan pelaporan penanganan fakir miskin
perkotaan.

Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan
menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas seksi
Penanganan Fakir Miskin Perkotaan;

2. Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan
pelaksanaan tugas Seksi Penanganan Fakir Miskin

Perkotaan;

3. Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan
penanganan fakir miskin perkotaan;

4. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan penanganan fakir

miskin perkotaan;,

5. Penyiapan bahan koordinasi penanganan fakir miskin
perkotaan dengan unit/instansi terkait;

6. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur

dan kriteria penanganan fakir miskin perkotaan,
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10.

11.

Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan penanganan fakir
miskin pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan antar-
negara;

Penyiapan bahan koordinasi penanganan fakir miskin
pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan antar-negara
dengan unit/ instansi terkait;

Penyiapan bahan penyusunan norma, standar.porsedur
dan kriteria penanganan fakir miskin pesisir, pulau-pulau

kecil dan perbatasan antar-negara:

Penyiapan bahan dan pembimbingan teknis, supervisi dan
pemantauan penanganan fakir miskin pesisir, pulau-pulau
kecil dan perbatasan antar-negara;

Menghadiri rapat teknis penanganan fakir miskin pesisir,
putau-pulau kecil dan perbatasan antar-negara;
Pengevaluasian pelalesanaan tugas seksi Penanganan

Fakir Miskin Pesisir,Pulau-pulau Kecil dan Perbatasan
Antar-Negara;

Penyusunan laporan pelaksanaan tugas seksi Penanganan
Fakir Miskin Pesisir,Pulau-pulau Kecil dan Perbatasan
Antar-Negara,

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan

G. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas

9.
2.
3.

Panti Sosial Bina Remaja harapan (PSBRH)
Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW)
Panti Sosial Tresna Werdha Bengkulu Selatan

H. Kelompok Jabatan Fungsional

a0 oo

Analis Kepegawaian Pertama
Analis Kepegawaian Muda
Instruktur Penyelia

Pekerja Sosial Ahli Madya
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2.2

o

Pekerja Sosial Ahli Muda
Pekerja Sosial Ahli Mud

g. Penyuluh Sosial Ahli Pertama
h. Penyuluh Sosial Ahli Muda

I.  Perawat Ahli Muda

—h

Sumber Daya OPD Dinas Sosial

Dinas Sosial Provinsi Bengkulu agar dapat bekerja secara
maksimal membutuhkan sumber daya yang cukup. Sumber daya
tersebut terdiri dari sumber daya rﬁanusia aparatur dan sarana
prasarana penunjang kegiatan. Jumlah pegawai Dinas Sosial
Provinsi Bengkulu sampai Desember 2021 tercatat sebanyk 137
(seratus tiga puluh tujuh) orang Keadaan pegawai berdasarkan
pendidikan, posisi jabatan dan golongan adalah sebagai berikut
A. Pegawai berdasarkaan pendidikan,posisi jabatan dan golongan

Tabel 2.2
Jumiah pegawai Dinas Sosial provinsi Bengkulu

1. KEADAAN PEGAWAI

GOLONGANI |  &oL

SD

SLTP

SLTA

D.1

D.2

D.3

S.1/D.4

5.2

| =
(L]
F-
o
[+ ]

DN DN W] —

5.3

JUMLAH
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Tabel 2.3
Jumlah Jabatan Struktural dan fungsional

1. Jaa:

a. Eselon |l 1 orang
b. Eselon llI 7 orang
c. Eselon IV 21 orang
d. Jabatan Fungsional
- -Analis Kepegawaian Pertama 1 orang
- Analis Kepegawaian Muda 1 orang
- Instruktur Penyelia 1 orang
- Pekerja Sosial Ahli Madya 2 orang
- Pekerja Sosial Ahli Muda 19 orang
- Pekerja Sosial Ahli Mud 8 orang
- Penyuluh Sosial Ahli Pertama 2 orang
- Penyuluh Sosial Ahli Muda 1 orang
- Perawat Ahli Muda 1 orang

Disamping SDM yang berstatus PNS, Dinas Sosial juga didukung oleh 30
Tenaga Harian Lepas terdiri dari tenaga perawat 2 orang, tenaga kebersihan
15 orang, tenaga keamanan 11 orang, tenaga pengemudi 2 orang. Selain itu
Dinas Sosial Provinsi Bengkulu ada pula SDM berbasis masyarakat seperti
pendamping PKH 497 orang, TKSK 129 orang, sakti peksos 23 orang, PSM
711 orang, tagana 849 orang, pelopor perdamaian 104 orang,karang taruna
1513 orang.
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Ketersediaan sarana dan prasarana dapat mencukupi kebutuhan minimal

untuk mendukung kinerja Dinas Sosial Provinsi Bengkulu.

Tabel 2.4

Pengawai yang telah mengikuti pelatihan pimpinan

No Nama pelatihan/Perjenjangan Total

1. PIM II 1 =
- SR PIM III 12 58
3. PIM 1V 18
4, Fungsional 38 |

Berdasarkan tabel diatas diperoleh gambar bahwa jumlah pegawai yang

mengikuti diklat perjenjangan hanya 69 orang yang artinya masih sangat

sedikit ASN yang belum mengikuti diklat perjenjangan sehingga kedepannya

perlu diperhatikan diklat perjenjangan ini.

2.3 Kinerja Pelayanan OPD

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Sosial

berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Sosial periode sebelumnya,

menurut SPM untuk urusan waijib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Dinas

Sosial. Kinerja pelayanan Dinas Sosial disajikan Tabel dengan format

sebagai berikut:
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2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat
Daerah

Sebagai upaya mendorong Dinas Sosial menjadi lembaga yang
mampu menjalankan peran, tugas dan fungsinya di tengah dinamika
pembangunan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan, Dinas Sosial Provinsi Bengkulu harus mempunyai strategi
pencapainnya yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan internal
serta faktor peluang dan ancaman eksternal.

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor eksternal, teridentifikasi
beberapa peluang yang harus dimanfaatkan secara baik, antara lain:

1. Dilaksanakannya otonomi daerah termasuk  desentralisasi
pembangunan dan fiskal.

2. Tersedianya dokumen-dokumen perencanaan pembangunan tingkat
nasional dan propinsi.

3. Terdapatnya peraturan perundangan-undangan terkait yang mendukung
terselenggaranya pelayanan kesejahteraan sosial.

4. Dukungan masyarakat, DPRD, LSM, Dunia dan stake holder lainnya
terhadap pelayanan kesejahteraan sosial.

Di samping itu, berbagai ancaman ekstemal juga perlu diantisipasi
dalam penyusunan strategi dan kebijakan perencanaan pembangunan
kedepan. Ancaman tersebut, antara lain:

1. Perencanaan masih didominasi oleh kepentingan politik.
2. Inkonsistensi dalam perencanaan dan penganggaran.
3. Belum semua sasaran pelayanan kesejahteraan menggunakan data

kemiskinan.
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BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi
Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja
pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan
kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi
riil saat perencanaan dibuat, sedangkan Isu strategis adalah kondisi atau hal
yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan
pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah
dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka
menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan
pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Beberapa permasalahan pelayanan Dinas Sosial Provinsi Bengkulu
berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya dapat diidentifikasi sebagai
berikut:

1. Masih tingginya populasi PMKS yang belum tertangani

2. Belum optimalnya peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

3. Belum optimainya dalam penerapan SPM bidang social untuk pelayanan
dan rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas dan tuna sosial

4. Masih rendahnya PMKS dan Keluarga Miskin yang mendapat
perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial

5. Belum optimalnya alokasi anggaran penyelenggaraan kesejahteraan
sosial yang tersedia untuk menangani kompleksitas permasalahan
populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

6. Data PMKS yang belum valid
7. Belum adanya peraturan daerah atau peraturan Gubernur terkait
penyelenggaraan kesejahteraan sosial
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Masalah Berdasarkan identifikasi permasalahan jika dikorelasikan
dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Dinas Sosial Provinsi
Bengkulu dapat disimpulkan belum optimalnya pemberdayaan PMKS, begitu
juga dengan bantuan dan perlindungan sosial terhadap PMKS dalam
memenuhi kebutuhan dasarnya masih rendah,demikian juga pemberdayaan
kelembagaan sosial serta belum optimalnya fungsi panti sebagai layanan
rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah sosial di masyarakat.

3.2 Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dituangkan dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi bengkulu Tahun
2021-2024 adalah :

“UNTUK BENGKULU MAJU, SEJAHTERA DAN HEBAT”
Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

Bengkulu Maju

« Mewujudkan pembangunan infrastruktur strategis dan pemerataan
infrastruktur dasar yang berkualitas, dengan memperhatikan prinsip-
prinsip pembangunan berkelanjutan dan berintegritas

« Menjadikan Provinsi Bengkulu sejajar dengan provinsi-provinsi maju di

Indonesia

Bengkulu Sejahtera

« Mewujudkan pembangunan dan pemberdayaan ekonomi untuk
meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat, serta
kebijakan pembangunan yang adil serta kemudahan akses

« Menjamin rasa aman dan nyaman dalam keberagaman, toleransi yang

kuat dengan landasan keimanan dan ketagwaan.
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Bengkulu Hebat

« Mewujudkan Bengkulu yang memiliki keunggulan komparatif & kompetitif
yang didukung dengan kebanggaan terhadap potensi yang dimiliki,
optimisme dan rasa percaya diri masyarakat, berintegritas serta
bermartabat.

- Mendorong serta melibatkan kaum muda untuk berpatisipasi dalam
pembangunan (SDM maupun Infrastruktur)

Upaya untuk mewujudkan Visi Provinsi Bengkulu Tahun 2021- 2024,
dirumuskan 5 (lima) Misi Pembangunan Provinsi Bengkulu sebagai berikut:

1. Membangun ekonomi dan infrastruktur secara merata dan berkedilan
untuk mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif

2. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang
berkelanjutan dan bermanfaat yang sebesar-besamya bagi
kesejahteraan

3. Memperkuat kelembagaan pemerintahan, mewujudkan birokrasi yang
bersih, efektif dan profesional serta transformasi pelayanan public

4. Membangun sumber daya manusia yang berkualitas, berdya saing, dan
berbudaya, toleransi dan religious

5. Memperkuat pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak
secara terpadu

Sebagaimana diatas visi, misi, program RPJMD 2021-2024

merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian

yang akan diwujudkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu dalam

5 (lima) tahun kedepan. Dengan berpedoman pada RPJMD maka Dinas

Sosial sesuai tugas dan fungsinya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan

program-program yang berkontribusi dalam menunjang keberhasilan

mendukung pencapaian Visi Misi tersebut, terutama misi 1 yaitu

Membangun ekonomi dan infrastruktur secara merata dan berkedilan untuk

mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif “ dan misi 4 yaitu

“Membangun sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, dan

berbudaya, toleransi dan religius “.
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Berdasarkan visi misi Provinsi Bengkulu diatas, Visi Dinas Sosial
Provinsi Bengkulu adalah : “ Terwujudnya Pelayanan Kesejahteraan
Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang Maju dan
Sejahtera” dengan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasar
penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS
Meningkatkan kualitas kelembagaan sosial serta partisipasi masyarakat
dalam pembinaan PMKS

4. Meningkatkan penanganan bencana sosial dan alam bagi PMKS

3.3 Telahaan Renstra K/L

Sebagaimana Sembilan Agenda Prioritas Pembangunan Nasional
atau NAWACITA maka Rencana Startegis Kementerian Sosial yang
merupakan penjabaran Visi dan Misi Pembangunan Nasional, mendukung
pencapaian agenda:

e Agenda Tiga: Membangun Indonesia dari pinggiran dengan
memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara
kesatuan;

e Agenda Lima: Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat
Indonesia;

* Agenda Delapan: Melakukan revolusi karakter bangsa,

+ Agenda Sembilan: Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat
restorasi Indonesia.

Visi Kementerian Sosial RI:

“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian

Berlandaskan Nilai dan Semangat Gotong Royong”

Sedangkan Misi Kementerian Sosial R| adalah :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan
wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan
sumber daya maritim, dan mencerminkan keperibadian Indonesia

sebagai nergara kepulauan.
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2. Mewujudkan penduduk maju, berkeseimbangan, dan demokratis
berlandaskan negara hukum.

3. Mewujudkan politik luar negeri yang bebas aktif dan memperkuat jati diri
sebagai negara maritim.

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan
sejahtera.

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing
Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat,
dan berbasiskan kepentingan nasional

7. Mewujudkan penduduk yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Adapun telaah Faktor penghambat atau pendorong Mengacu pada

Perpres Nomor 46 Tahun 2015 menyebutkan bahwa tugas pokok

Kementerian Sosial adalah menyelenggarakan urusan di bidang rehabilitasi

sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan

penanganan fakir miskin untuk membantu Presiden dalam
menyelenggarakan pemerintahan negara. Selanjutnya, tugas pokok tersebut
dijabarkan ke dalam 9 (sembilan) fungsi, yaitu:

b. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi
sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan
penanganan fakir miskin;
penetapan kriteria dan data fakir miskin dan orang tidak mampu;
penetapan standar rehabilitasi sosial;

e. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan
administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian
Sosial,

f. pengelolaan barang milik’kekayaan Negara yang menjadi tanggung
jawab Kementerian Sosial;

f. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Sosial,

g. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan
Kementerian Sosial di daerah;

h. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan
kesejahteraan sosial, serta penyuluhan sosial; dan
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i. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur

organisasi di lingkungan Kementerian Sosial
Pelaksanaan tugas Kementerian Kementerian Sosial mengerucut
menjadi 4 (empat) peran yang saling terkait, yaitu peran dalam
menyelenggarakan urusan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial,
pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin.

Keempat peran tersebut dijabarkan ke dalam pelaksanaan berbagai kegiatan

strategis. Sebagai pengambil kebijakan/keputusan, Kementerian Sosial

menentukan kebijakan dan program dalam rencana pembangunan nasional
baik jangka panjang (RPJPN), menengah (RPJMN) maupun tahunan (RKP).

Selain itu, Kementerian Sosial juga berperan dalam turut menentukan

kebijakan-kebijakan penanganan permasalahan yang mendesak dan

berskala besar, seperti penanganan kemiskinan.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Kementerian Sosial harus
memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pelaksanaan
RPJMN dan RKP, melalui penyusunan rencana pembangunan nasional
(RPJMN, RKP) yang berkualitas dan pelaksanaan tugas-tugas lainnya dari
Presiden/Pemerintah. Kualitas rencana pembangunan tersebut dilihat dari:
1) adanya tujuan, target, dan sasaran yang jelas dan terukur;

2) adanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang,
antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan
daerah;

3) adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan, serta

4) integrasi (keterkaitan) dan konsistensi antara pencapaian tujuan
nasional (RPJMN dan RKP) dengan tujuan pembangunan yang
dilaksanakan oleh masing-masing fungsi pemerintahan baik di tingkat
pusat (Renstra/Renja Kementerian/Lembaga) maupun daerah
(RPJMD/RKPD/ Renstra SKPD).

Sedangkan keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas lainnya dari
Presiden/Pemerintah dilihat dari sejauh mana tugas-tugas tersebut
dimanfaatkan oleh Presiden/Pemerintah. Apabila keseluruhan hal tersebut

dapat terpenuhi, maka berarti Kementerian Sosial telah mampu berperan
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dalam mendukung pencapaian, target, sasaran, misi dan visi RPJMN, dan
selanjutnya mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara sesuai
amanat UUD 1945, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan
makmur. Dari penjelasan diatas, keterkaitan Dinas Sosial Kabupaten
Temanggung dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia sama-sama
berperan dalam menyelenggarakan urusan di bidang rehabilitasi sosial,
jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan
fakir miskin.

3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis

Dokumen tata ruang sebagai produk dari kegiatan perencanaan
ruang/cluster, selain berfungsi untuk mengefektitkan pemanfaatan fuang
juga ditujukan untuk melindungi masyarakat dari dampak pengembangan
fungsi ruang yang tidak sesuai peruntukan. Dalam konteks pelaksanaan
urusan wajib sosial kajian RTRW diharapkan mampu memberikan
kemanfaatan terkait dengan kajian penanganan masyarakat miskin tepi
hutan agar tidak menimbulkan dampak sosial bagi masyarakat sekitar dan
mendukung percepatan rehabilitasi sosial PMKS serta pola-pola
penanganan preventif bagi masyarakat didaerah rawan bencana.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk
memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar

dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan,
rencana, dan/atau program.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan suatu upaya
sistematis dan logis dalam memberikan landasan bagi terwujudnya
pembangunan berkelanjutan melalui proses pengambilan keputusan yang
berwawasan lingkungan yang didukung kehadiran good governance. Dalam
konteks implementasi kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial,
KLHS telah memberikan nuansa dan arah kebijakan dalam penanganan
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PMKS yang integrative dan berkelanjutan guna menjamin keberlangsungan
hidup, peran serta dalam menikmati hasil penerapan kebijakan dan
memberikan harapan baru bagi semakin kuatnya keberfungsian sosial
PMKS.

Program dan kegiatan yang direncanakan oleh Dinas Sosial juga tetap
memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta tata ruang
wilayah, dimana kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan yang tetap
memperhatikan KLHS

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Analisis isu-isu strategis menjadi bagian yang penting dan sangat
menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Isu-
isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah merupakan
kondisi yang harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena
dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang, dimana
apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Isu strategis bagi Dinas Sosial diperoleh baik berasal dari analisis
internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis
eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi
Dinas Sosial di masa lima tahun mendatang.

Isu-isu Strategis di Dinas Sosial Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026
adalah sebagai berikut:

Belum optimalnya pelayanan sosial dasar PMKS.
Sinergitas Program baik internal maupun eksternal belum optimal.

Data Kemiskinan belum valid.

a o o ®

Belum optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan

SDM penyelenggara pelayanan kesejahteraan sosial
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BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah adalah sesuatu kondisi
yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah adalah rumusan kondisi yang
menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/
Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program
Perangkat Daerah Dinas Sosial Provinsi Bengkulu dalam menghadapi
tantangan perubahan paradigma penyelenggaraan tata pemerintahan yang
baik (good governnance) dan adanya perubahan struktur organisasi dan tata
kerja, perlu berpacu untuk menangkap peluang yang ada. Dengan semakin
meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan
pemerintahan yang bersih, dan tuntutan mampu bersaing di bidang Sosial
Provinsi Bengkulu harus terus menerus melakukan perubahan ke arah
perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun
dalam tahapan yang terencana, konsisten dan inklusif sehingga dapat
meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada tercapainya
keseimbangan antara output dengan outcome.

Sebagai institusi pemerintah yang bertugas di bidang sosial, Dinas
Sosial secara proaktif berperan dalam perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan social rehabilitasi sosial,
perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana serta
pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi
kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas. pelaksanaan
peningkatan potensi sumber kesejahteraan sosial provinsi bidang
pemberdayaan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar bidang rehabilitasi
social dan penanganan bencana, pengelolaan dan fasilitasi bantuan baik
social maupun ekonomi bagi masyarakat bidang perlindungan dan jaminan
sosial.

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Sosial selama
Tahun 2021 - 2026 adalah
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“Meningkatnya pelayanan, perlindungan dan jaminan sosial bagi
penyandang masalah kesejahteraan sosial”. Melalui penyelenggaraan
kesejahteraan sosial dilakukan upaya yang terarah dan berkelanjutan yang
dapat dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam
bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga
negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial
dan perlindungan sosial yaitu terwujudnya kondisi terpenuhinya kebutuhan
material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan
mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi
sosialnya.

Sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Sosial dalam
rangka pencapaian tujuan Dinas Sosial selama Tahun 2021-2026 yaitu :
“‘Meningkatnya Penanganan permasalahan sosial dan meningkatnya
kapasitas PSKS dan lembaga kesejahteraan sosial”.

4.1 Cascading Perangkat Daerah

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial Provinsi
Bengkulu dan indikator kinerja tahun 2021-2026 beserta target yang akan
dicapai disajikan dalam tabel 4.1.
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BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas
pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Arah
Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk
menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu
strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap
sebagai penjabaran strategi.

Strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial tahun 2021-2026 disusun
untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan fungsi urusan sosial yang dapat dijabarkan sebagai berikut

Tabel 5
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : Bengkulu Maju, Sejahtera dan Hebat
Misi 1 : Membangun ekonomi dan infrastruktur secara merata dan berkeadilan

untuk mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif !

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Meningkatnya | Meningkatnya Penyelenggaraan | Meningkatkan Rehabilitasi |
pelayanan, penanganan PMKS yang | sosial dasar penyandang
perlindungan permasalahan mendapatkan disabilitas terlantar di dalam |
dan  jaminan | sosial rehabilitasi Sosial | panti
sosial bagi dalam panti Meningkatkan  Rehabilitasi
penyandang sosial dasar anak terlantar di
masalah dalam panti
kesejahteraan ‘Meningkatkan ~ Rehabilitasi
sosial (PMKS) sosial dasar lanjut usia ‘

terlantar di dalam panti 1
- Meningkatkan Rehabilitasi
sosial dasar gelandangan dan |
E pengemis di dalam panti
Penanganan | Melaksanakan pemulangan
| warga negara warga Negara migran korban

PERUBAHAN RENSTRA DINAS SOSIAL PROVINSI BENGKULU




| migran  korban

j tindak kekerasan

Penyelenggaraan
Program
Perlindungan  dan

Jaminan Sosial

Program
Penanganan
Bencana

| tindak kekerasan dari titik |

debarkasi di daerah provinsi

untuk dipulangkan ke daerah |

| kabupaten/kota
" Meningkatkan
Data Fakir Miskin Cakupan
Daerah Provinsi

Pengelolaan

Penyelenggaraan | Meningkatkan Perlindungan |

‘ {
i Sosial Korban Bencana Alam |

| dan Sosial

Misi 4: Membangun Sumber Daya

Manusia menjadi berkualitas, berdaya saing dan

capaian kinerja
OPD

Capaian Kinerja
OPD

Program
Penunjang urusan
pemerintahan
daerah provinsi

berbudaya serta toleran dan religious

Meningkatnya | Meningkatkan Penyelenggaraan | Meningkatkan

pelayanan, kapasitas PSKS | Program Pemberdayaan Potensi
perlindungan dan Lembaga | Pemberdayaan Sumber Kesejahteraan '
dan jaminan | kesejahteraan Sosial Sosial Provinsi

sosial bagi | Sosial

penyandang

masalah

kesejahteraan

sosial (PMKS) ‘
Meningkatkan | Meningkatnya | Penyelenggaraan | Meningkatkan " Perencanaan, |

Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

| Meningkatkan Administrasi

Keuangan Perangkat Daerah

Meningkatkan Administrasi Umum

Perangkat Daerah

Meningkatkan Pengadaan Barang
Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

Meningkatkan
Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah

‘Meningkatkan Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

PERUBAHAN RENSTRA DINAS SOSIAL PROVINSI BENGKULU BN

Penyediaan Jasa |



BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan

kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang

lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja

untuk lima tahun mendatang.

6.1 Rencana Program

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut,

maka Dinas Sosial menetapkan rencana program yang akan

dilaksanakan dalam tahun 2021-2026, yaitu sebagai berikut:

7
2.

S Sy s

Program Rehabilitasi Sosial

Program Penanganan warga negara migran korban tindak
kekerasan

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program Penanganan Bencana

Program Pemberdayaan Sosial

Program pengelolaan Taman Makam Pahlawan

6.2 Kegiatan
1. Program Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam
panti
Rehabilitasi sosial dasar penyandang anak terlantar di dalam panti
Rehabilitasi sosial dasar penyandang lanjut usia terlantar di dalam
panti
Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam
Panti
Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam
Panti
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2. Program Penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan
- Pemulangan warga Negara migran korban tindak kekerasan dari
tittk debarkasi di daerah provinsi untuk dipulangkan ke daerah
kabupaten/kota
3.Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi
4. Program Penanganan Bencana
- Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial
5.Program Pemberdayaan Sosial
- Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi
- Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah
Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
6. Program pengelolaan Taman Makam Pahlawan
- Péngelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah
- Administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah
- Administrasi kepegawaian perangkat daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut,
selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan
indikatif untuk membiayai program dan kegiatan selama lima tahun yang
akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai

berdasarkan misi. Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja,
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kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Dinas Sosial selama tahun
2021 — 2026 dapat dilihat pada Tabel 6.1
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BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan
dan sasaran RPIMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung
menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun
mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan
sasaran RPIJMD. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang
mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan
review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPIMD untuk selanjutnya
dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat
Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran
dalam RPIMD. Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target
kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian
tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

Indikator Kinerja Dinas Sosial yang pencapaiannya berkaitan langsung
dengan pencapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana tabel

7.1 sebagai berikut :

PERUBAHAN RENSTRA DINAS SOSIAL PROVINSI BENGKULU Sl
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BAB VIII
PENUTUP

Dokumen Rancangan Renstra menjadi elemen penting dalam sebuah
kegiatan perencanaan karena dokumen tersebut berisi tentang rencana kegiatan
dan target yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, pada Tahun
2021-2026. Melihat pada sifatnya, Renstra merupakan dokumen perencanaan
jangka Panjang. Hal ini ditandai dengan dituangkannya lokasi, sasaran dan indikator
kinerja output dan outcome dari setiap kegiatan. Selain itu juga memuat tentang
Pagu Indikatif yang mungkin dapat disediakan untuk melaksanakan kegiatan.

Dinas Sosial Provinsi Bengkulu dalam mengimplementasikan Renstra tahun
2021-2026, berkewajiban untuk:

1) Mengupayakan pencapaian Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan,
program dan Indikasi Kegiatan yang telah ditetapkan, serta telah diselaraskan
dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
Bengkulu Tahun 2021-2026;

2) Menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Provinsi Bengkulu (Rencana
Kerja Tahunan) dengan berpedoman pada Renstra Dinas Sosial Provinsi
Bengkulu Tahun 2021-2026.

3) Melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan baik tahunan maupun lima tahunan.

Dengan tersusunnya dokumen ini, kiranya dapat menjadi pedoman dan
acuan dalam perumusan kebijakan dan dapat menjadi bahan dalam\ pengambilan

keputusan dalam rangka penyusunan program dan kegiatan tahunan.

Bengkulu, 27 Juni 2022

KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI BENGKULU

P

DR. H. ISKANDAR ZO, SH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19641012 199101 1 003
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